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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara 

Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak Di 

Bawah Umur (Studi Putusan No. 51 Pid.Sus/2016/PN.Kbu)” ini bertujuan untuk: 

(1) mengetahui pertimbangan hukum hakim, (2) menganalisis dari perspektif 

hukum acara pidana yang diterapkan oleh majelis hakim, dan (3) menganalisis 

dari perspektif hukum acara pidana Islam. 

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi 

kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. 

Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis yang 

berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan mengeneralisasi kebenaran 

tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan 

fenomena yang bersangkutan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana 

pencabulan anak di bawah umur dalam putusan No. 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu 

adalah dikarenakan salah satu unsur dalam pasal 81 ayat (2) UU No, 35 Tahun 

2014 tidak terpenuhi. Unsur tersebut adalah unsur objektif yakni kalimat “tipu 

muslihat”. Hakim berpendapat bahwa, tidak ada bentuk kesengajaan yang 

dilakukan oleh terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 

membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.  

Sehingga hakim memutus bebas terdakwa. Dari analisis penerapan hukum acara 

pidana, majelis hakim lebih condong menggunakan teori pembuktian convention 
in time sehingga keyakinan hakim sangat kuat pengaruhnya terhadap putusan. 

Dalam hukum acara pidana islam alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yakni 

pengakuan (ikrar), kesaksian (syahadah), petunjuk (qorinah), dan sumpah 

(yamin). Selain itu juga diajukan alat bukti berupa syaha>dah al iftifadlah atau 

dalam hukum positif disebut dengan saksi testimonium de auditu. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan kepada aparat 

penegak hukum, dalam hal ini adalah para hakim untuk senantiasa berpaku 

kepada teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP, agar dalam penerapanya 

memberikan kepastian hukum. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi ketatanegaraan melalui proses amandemen UUD NRI 

1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 

Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah supremasi hukum yang 

harus ditegakkan tanpa ada pandang bulu. Melalui semangat 

konstitusionalisme UUD NRI 1945 telah menjelma sebagai hukum 

tertinggi (the supreme law of the land) yang harus dijadikan utama dalam 

pelaksanaan kehidupan bernegara.
1
 Termasuk dalam penegakan tindak 

pidana dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Sejak saat itu pembangunan bidang hukum terus menjadi tombak 

utama guna manjadikan hukum sebagai panglima tertinggi negara. 

Hukum dapat dikatakan sempurna jikalau teraktualisasinya fungsi hukum 

sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (law as tool of social 

engineering), intrumen penyelesaian masalah (dispute resolution), dan 

intrumen pengatur perilaku masyarakat (social control).2 

Perkembangan kriminalitas yang ada di masyarakat telah 

mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu 

Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di luar Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari pengaturan terhadap tindak pidana 

                                                           
1
 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 

11. 
2
 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2. 
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khusus ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup 

dalam KUHP. Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus 

dimungkinkan berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis atau 

ketentuan yang bersifat khusus akan diutamakan dari pada ketentuan 

yang bersifat umum. 

Banyaknya upaya penegakan keadilan yang ada di masyarakat telah 

mendorong lembaga-lembaga penegak hukum untuk menegakkan 

keadilan yang subtantif. Semboyan fiat justitia, ruat caelum atau 

tegakkan hukum (keadilan) meskipun langit akan runtuh pun telah 

menggema dikalangan masyarakat.
3
 Berkaitan dengan hal tersebut, 

persoalan keadilan akan dirasakan  oleh berbagai pihak yang merasa telah 

dirugikan oleh tindak pidana. Dengan penjatuhan pidana maka diharapkan 

semua konflik harus diselesaikan, keseimbangan harus kembali dan 

mendatangakan rasa damai bagi masyarakat. Pada hakikatnya tujuan 

hukum pidana adalah protection of the public and the promotion of 

justice for victim, offenderand community. 

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di negara 

Indonesia menjadikan seluruh elemen masyarakat mampu mengakses 

dunia luar dengan bebas, sehingga memengaruhi pola pergaulan dan 

kehidupan dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah tindak 

pidana terhadap anak (pencabulan) yang dari hari ke hari semakin banyak. 

Tindak pidana terhadap anak atau pelecehan seksual telah mendapatkan 

                                                           
3
 Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2015), 94. 
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perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir ini dan menjadikan salah 

satu profil kejahatan yang paling tinggi. Isu terkait hukuman kebiri bagi 

pelaku tindak pidana terhadap anak ini pun telah muncul kepermukaan 

pada awal tahun 2017. Namun dengan banyaknya pro kontra dari 

masyarakat sehingga hukuman kebiri hanya sebagai angin yang berlalu. 

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah perbuatan yang melanggar 

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang 

lingkup membangkitkan nafsu birahi. Misalnya, berciuman, meraba-raba 

kemaluan, dan meraba-raba buah dada.
4
 

Sedangkan menurut The National Center on Child Abuse and 

Neglect US, “sexual assault” adalah kontak atau interaksi antara anak dan 

orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual 

oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan 

atau kendali atas korban.
5
 

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat kita tarik benang merah 

bahwa perbuatan cabul atau pencabulan adalah pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain (anak) dengan tujuan untuk 

memuaskan kebutuhan seksualnya. 

Pencabulan atau perbuatan cabul di Indonesia telah diatur dalam 

KUHP pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, dan 296 yang 

                                                           
4
 R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1991), 212. 
5
 Vani Rahmawati, “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 

Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta”, (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 

2010), 36. 
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dikategorikan dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.
6
 

Seiring perkembangan jaman pencabulan terhadap anak telah menjadi 

momok bagi generasi penerus bangsa sehingga kebutuhan akan penegakan 

hak-hak anak terus menjadi perhatian yang sangat serius oleh pembuat 

Undang-undang (legal policy). 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 

merupakan respon pemerintah untuk menanggulangi kejahatan pelecehan 

terhadap anak atau cabul yang semakin marak di Indonesia. Undang-

Undang ini merupakan penyempurnaan yang bersifat khusus dari pasal-

pasal KUHP yang mengatur tentang pencabulan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut pasal 81 

ayat (1) menyatakan “setiap orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Sedangkan ketentuan pasal 81 ayat (2) menyatakan “ketentuan 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap 

orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya 

atau dengan orang lain. 

                                                           
6
 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 

106-109. 
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Sedangkan dalam hukum Islam pencabulan atau pelecehan seksual 

masuk dalam kategori zina. Secara harfiah zina mempunyai arti fahisyah, 

yaitu perbuatan keji. Zina menurut istilah adalah hubungan kelamin 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain 

tidak terikat dalam hubungan perkawinan.
7
 Sedangkan zina menurut 

fuqaha dari kalangan madzab Hanafi adalah hubungan seksual yang 

dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai 

nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan 

perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan shubhat.8 

Dasar hukum perbuatan zina telah diatur dalam Al-Quran surat al 

Isra ayat 32, yang berbunyi: 

                       

Artinya; Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina 

itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang 

buruk.
9
 

 

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya 

hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia yang melarang 

perbuatan pencabulan atau zina. Hukum Islam pun telah melarang adanya 

perbuatan pencabulan atau zina, bahkan hukuman dalam hukum Islam 

lebih berat dari hukum positif. Salah satu bentuk hukuman bagi pezina 

                                                           
7
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37 

8
 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari 

Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 119. 
9
 Kementerian Agama Republik Indonesia, al qur’an dan terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus 

Segara, 2013), 285. 
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dalam hukum Islam dapat kita lihat dalam al-Qur’an Surat an-Nu>r ayat 2 

yang berbunyi: 

                                 

                                   

   

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan 

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 

untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 

kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-

orang yang beriman. 

 

Sedangkan di Aceh yang mengunakan syariat Islam dalam hukuman 

pidana (jinayat) berbeda dengan hukum positif dan hukum Islam. Namun 

secara garis besar hukuman bagi pezina atau perbuatan cabul di Aceh 

lebih mengambil dari nilai-nilai yang tekandung dalam hukum Islam. 

Di Aceh pencabulan atau zina disebut dengan pelecehan seksual 

yang telah diatur dalam pasal 1 angka 21 Qonun Hukum Jinayat Aceh 

(QHJA) , dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah 

perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaanya.
10

 

Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 27 dan 28. 

Telah banyak penjelasan baik dalam hukum positif, hukum Islam, 

maupun Qonun Hukum Jinayat Aceh perubuatan cabul atau pelecehan 

seksual tetap berkembang semi di Indonesia. Upaya pemerintah dengan 

mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

                                                           
10

 Neng Djubaedah...,111. 
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Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 

2014 tak kunjung mereda kejahatan pencabulan atau pelecehan seksual. 

Selain hukuman materiil yang begitu kompleks sebagaimana 

dijelaskan di atas. Peranan para penegak hukum juga sangat berpengaruh 

terhadap tegaknya keadilan di masyarakat. Proses peradilan yang telah 

diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana menjadi rambu-rambu bagi majelis hakim untuk 

menyelesaikan permasalahan di persidangan. 

Salah satu yang menjadi bagian dari persidangan adalah 

pembuktian. Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam 

proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ini akan 

ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat 

bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tidak cukup untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa maka terdakwa akan dibebaskan. 

Namun sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan 

alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184, maka terdakwa akan 

dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim. Oleh 

karena itu hakim harus cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan 

nilai pembuktian. Meneliti sampai batas minimum kekuatan pembuktian 

(bewijs kracht) dari setiap alat bukti yang tertuang dalam pasal 182 

KUHAP.
11

 

                                                           
11

 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 
Penuntutan (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 273. 
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Sangat kecil kemungkinan pelaku pencabulan atau pelecehan 

seksual mendapatkan putusan bebas di pengadilan. Hal ini terlihat jelas 

bahwa para penegak keadilan telah sadar betapa pentingnya melindungi 

hak-hak konstitusional anak. Dengan lamanya hukuman penjara yang 

terdapat pada pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) diharapkan mampu 

mengurangi jumlah kejahatan pencabulan atau pelecehan seksual. 

Namun hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada putusan 

Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu. Hakim anak Pengadilan Negeri tersebut 

memutus terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho dengan 

putusan bebas. Padahal telah jelas dalam hasil Visum Et Repertum 

Nomor 001/VER/RS-HMY/II/2016 dutemukan adanya luka robek lama 

pada bibir Vagina akibat benda tumpul. 

Dalam kasus tersebut terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin 

Heri Nugroho yang berusia 25 tahun dinyatakan oleh jaksa melakukan 

pencabulan terhadap anak korban yang berusia 17 tahun. Jaksa dalam 

kasus tersebut mmberikan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif 

pertama dengan pasal 81 ayat (1), alternatif kedua pasal 81 ayat (2), dan 

alternatif ketiga pasal 82 ayat (1) masing-masing Jo pasal 76D Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo 

pasal 64 KUHP. Namun dalam hal ini hakim dalam pertimbangan 

hukumnya menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut 
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tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga memberikan putusan 

bebas bagi terdakwa. 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, yakni terkait perbuatan 

pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang telah 

diputus bebas oleh hakim anak Pengadilan Negeri Kota Bumi, penulis 

tertarik untuk mengangkat dalam Skripsi ini guna mengetahui 

pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutusakan perkara 

tersebut. Apakah hakim sudah sesuai penerapan unsur-unsur dalam pasal-

pasal sebagaimana di dakwakan oleh jaksa serta ditinjau dari perspektif 

hukum acara pidana Islam atau fiqih murafa’at. 

Hal tersebut yang kemudian membuat penulis tertarik serta menjadi 

alasan bagi penulis untuk mengangkat dalam skripsi yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam 

Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah 

Umur (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu)”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa 

masalahah yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian, antara lain: 

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan pencabulan 

terhadap anak. 

2. Pandangan hukum positif terhadap kejatahan pencabulan terhadap 

anak. 
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3. Pandangan hukum acara pidana Islam terhadap kejatahan 

pencabulan terhadap anak. 

dalam pandangan hukum positif. 

5. Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak 

dalam pandangan hukum pidana Islam. 

6. Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak 

dalam pandangan Qonun Jinayat Hukum Aceh (QJHA). 

7. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas 

pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak (Putusan No. 

51/Pid.Sus/2016/PN Kbu). 

8. Pandangan hukum acara pidana dam hukum acara pidana Islam 

terhadap kejahatan pencabulan terhadap anak dalam putusan 

bebas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak (Putusan 

No. 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu). 

Dari identifikasi beberapa masalah tersebut, maka penulis akan 

membatasi permasalah yang akan dibahas, yakni: 

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas 

pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak (Putusan No. 

51/Pid.Sus/2016/PN Kbu). 

2. Analisis hukum acara pidana dalam putusan bebas pelaku tindak 

pidana pencabulan terhadap anak (Putusan No. 

51/Pid.Sus/2016/PN Kbu). 

4. Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak 
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3. Analisis hukum acara pidana Islam dalam putusan bebas pelaku 

tindak pidana pencabulan terhadap anak (Putusan No. 

51/Pid.Sus/2016/PN Kbu). 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak 

dalam putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum acara pidana terhadap putusan bebas 

pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam putusan No. 

51/Pid.Sus/2016/PN Kbu? 

3. Bagaimana tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap putusan 

bebas pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam putusan No. 

51/Pid.Sus/2016/PN Kbu? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian 

yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti 

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 
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merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah 

ada.
12

 

Skrispi tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak telah 

banyak yang menulis, antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Sholihudin mahasiswa progam studi 

Siyasah Jinayah (SJ) pada tahun 2004. Skripsi ini berjudul 

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/ 

Asusila Orang Tua Keapada Anaknya (Telaah Atas Pasal 294 

KUHP Tentang Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua Kepada 

Anaknya)”. Pokok pembahasan dari skripsi ini menyatakan bahwa 

sanksi pencabulan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya 

diatur dalam KUHP dengan jelas. Akan tetapi perlu ada 

pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau membuat sanksi 

baru bagi pelaku perbuatan cabul, terutama perbuatan cabul yang 

dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dalam tinjauan hukum 

Islam, perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang sudah 

menikah termasuk zina muhsan, dan hukuman bagi pelakunya 

adalah dirajam sampai mati. Hukum Islam menilai perlu adanya 

penambahan sanksi bagi pelaku perbuatan cabul yang tercantum 

dalam pasal 294 KUHP. Penambahan sanksi dalam hukum Islam 

                                                           
12

 Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 
Skripsi, (Surabaya: t.p, 2014), 8 
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diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pencabulan yang 

dilakukan ayah kepada anaknya.
13

 

2.  Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Tawakal mahasiswa progam studi 

Siyasah Jinayah (SJ) pada tahun 2009. Skripsi tersebut berjudul 

“Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PNSby 

Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan 

Hukum Pidana Islam”. Skrispi ini pada pokoknya membahas 

terkait putusan hakim yang memutus ringan, yakni 6 (enam) bulan 

penjara dan denda Rp. 1.000 (seribu rupiah). Padahal dalam UU 

No. 23 Tahun 2002 hukuman minimal 3 tahun bagi pelakunya. 

Sedangkan dalam hukum pidana Islam maka anak di bawah umur 

dapat dijatuhi hukuman ta’zir atau hukuman yang bersifat 

pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat).
14

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Musahab mahasiswa progam studi 

Siyasah Jinayah (SJ) pada tahun 2013. Skripsi tersebut berjudul 

“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di 

Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU. No 23 

Tahun 2002”. Pada pokoknya skripsi tersebut membahas terkait 

dengan pandangan fiqh jinayah terhadap sanksi perbuatan cabul 

                                                           
13

 Sholihudin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua 

Keapada Anaknya (Telaah Atas Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua 

Kepada Anaknya)”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel 2004) 
14

 Iqbal Tawakal, “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PNSby Dalam 

Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi—IAIN 

Sunan Ampel 2009) 
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dengan mendasarkan pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU. No 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
15

 

4. Skripsi yang ditulis oleh Sofi Ariani mahasiswa prodi Hukum 

Pidana Islam (HPI) pada tahun 2016. Skripsi tersebut berjudul 

“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan 

Oleh Pelaku Difabel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi 

No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw)”. Pada pokoknya skripsi tersebut 

membahas terkait dengan analisis putusan pengadilan yang 

menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan pencabulan yang 

dilakukan oleh difabel disamakan dengan pelaku-pelaku yang non 

difabel atau normal, keadaan fisik yang demikian tidak 

dicantumkan sebagai hal yang meringankan sedangkan pandangan 

hukum pidana Islam keadaan yang demikian menjadi hal yang 

meringankan bagi pelaku.
16

 

Telah banyak skripsi yang membahas terkait perbuatan cabul atau 

pelecehan seksual terhadap anak. Namun hal ini akan berbeda dengan 

skrispi yang dibahas oleh penulis, karena penulis nantinya akan lebih 

fokus terhadap pertimbangan hakim dalam memutus bebas perkara 

pencabulan terhadap anak sebagaimana dalam Putusan No. 

51/Pid.Sus/2016/PN Kbu. Hakim dalam putusannya mendalihkan bahwa 

                                                           
15

 Musahab, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur 

Menurut Pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU. No 23 Tahun 2002”, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, 

2009) 
16

 Sofi Ariani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku 

Difabel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw)”, (Skripsi-IAIN 

Sunan Ampel, 2016) 
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unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal alternatif yang di 

dakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terpenuhi. Sedangkan dalam 

pandangan hukum pidana Islam pencabulan merupakan tindak pidana zina 

yang mana hukuman bagi pelakunya (zina muhsan) adalah dirajam sampai 

mati. Islam juga sangat menganjurkan perlindungan terhadap hak-hak 

anak. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak 

dicapai dalam penulisan skripsi, adalah: 

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan 

terhadap anak dalam putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu ? 

2. Untuk mengetahui penerapan hukum acara pidana terhadap 

putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak 

dalam putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu. 

3. Untuk mengetahui pandangan hukum acara pidana Islam terhadap 

putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak 

dalam putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penulisan skripsi ini, adalah: 
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1. Aspek teoritis, yaitu hasil penelitian memiliki konstribusi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

hukum. Dalam hal ini adalah sebagai upaya dalam pengembangan 

pengetahuan di bidang hukum acara pidana dan hukum acara 

pidana Islam. Selain itu juga dapat digunakan sebagai referensi 

untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah. 

2. Aspek praktis, yaitu hasil penelitian memberikan solusi terhadap 

permasalahan pembangunan dan atau masyarakat secara praktis. 

Dalam hal ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat 

Indonesia bahwa pentingnya untuk menjaga anak dari bahaya 

kejahatan pencabulan. Selain itu juga dapat digunakan oleh para 

penegak hukum untuk selalu menegakan hak-hak konstitusional 

anak. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas terkait dengan permasalahan yang ada dalam 

skripsi ini, maka perlu adanya kerangka konseptual yang konkrit agar 

lebih mudah dalam memahami pokok-pokok bahasan selanjutnya. Adapun 

yang dimaksud dengan kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan 

kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang 

akan diteliti.
17

 Maka dari itu perlu adanya penjelasan operasional dari 

                                                           
17

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 132. 
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skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap 

Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi 

Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu)”. 

Berikut adalah definisi operasional dari judul tersebut: 

1. Hukum acara pidana Islam atau fikih murafa’at adalah hukum-

hukum yang mengatur cara mengajukan perkara, perselisihan, 

penuntutan, dan cara-cara penetapan suatu tuntutan yang dapat 

diterima, dan cara-cara yang dapat melindungi hak-hak seseorang. 

2. Putusan bebas (vrijspraak) adalah jika pengadilan berpendapat 

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas 

perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (pasal 191 ayat (1) 

KUHAP).
18

 Dalam hal ini adalah pendapat hakim dalam Putusan 

No. 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu yang menyatakan terdakwa tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan 

pencabulan terhadap anak. 

3. Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan 

(kesoponan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup 

membangkitkan nafsu birahi. Misalnya, berciuman, meraba-raba 

kemaluan, dan meraba-raba buah dada.
19

 Dalam hal ini adalah 

perbuatan pencabulan terhadap anak korban yang masih berusian 

17 tahun. 

                                                           
18

 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 287. 
19

 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang..., 212. 
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4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak dalam kandungan (pasal 1 angka (1) 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti 

sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, 

membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
20

 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

pertimbangan-pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa 

terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan 

Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu. 

2. Sumber data 

a. Data primer 

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek 

sebagai sumber utama yang diteliti.
21

 Data primer yang 

diperoleh adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi 

Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu. 

 

                                                           
20

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss), 3. 
21

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung atau data 

tambahan bagi data primer. Data sedunder merupakan data 

yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek 

penelitian.
22

 Sumber data sekunder berupa buku, kitab, artikel, 

atau bacaan lain yang berkaitan dengan skripsi yang akan 

dibahas, misalnya: 

1) Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus. Cetakan II. 

Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 

2) Sunarso, Siswanto. Filsafat Hukum Pidana Konsep, 

Dimensi, dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. 

3) Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 

Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991. 

4) Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. 

Cetakan Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 

5) Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005. 

6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak 

                                                           
22

 Ibid., 31. 
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7) Rahmawati, Vani. “Tinjauan Tentang Pelaksanaan 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 

Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi 

Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)”. Skripsi--

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010. 

3. Teknik pengumpulan data 

Karena kategori penelitian ini studi pustaka atau literatur, 

maka teknik pengumpulan data perlu diselaraskan dengan sifat 

penelitianya. 

Terkait hal tersebut, teknik yang digunakan adalah record dan 

dokumentasi. Record adalah setiap pernyataan yang tertulis dan 

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian 

suatu peristiwa.
23

 Teknik record penulis gunakan penulis gunakan 

dalam menghimpun data melalui dokumen putusan Pengadilan 

Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan dokumentasi adalah 

menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari 

berbagai dokumen yang ada, baik berupa: buku, artikel, koran dan 

lainya sebagai data penelitian.
24

 

 

                                                           
23

 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

216. 
24

 Ibid., 217. 
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4. Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni untuk 

mendeskripsikan mengenai subyek penelitian berdasarkan dari 

data dan variabel yang diperoleh dan tidak dimaksudkan untuk 

pengujian hipotesis.
25

 Maksudnya, menguraikan terkait tentang 

penerapan unsur-unsur dalam pasal terkait dan hukuman kejahatan 

pencabulan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi secara 

keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, pertimbangan hukum 

hakim, dan isi putusanya dalam putusan Nomor 

51/Pid.Sus/2016/PN Kbu. 

Selanjutnya kerangka pikir dilakukan dengan menggunakan 

pola pikir deduktif, analisis yang berangkat dari kebenaran umum 

mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran 

tersebut kepada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri 

sama dengan fenomena yang bersangkutan.
26

 Maksudnya adalah 

menganalisis berdasarkan berkas-berkas dan dokumen-dokumen 

yang telah terkumpulkan, untuk selanjutnya merujuk kembali pada 

ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. 

 

 

 

                                                           
25

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian..., 6. 
26

 Ibid., 40. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 
 

I. Sistematika Pembahasan 

Guna memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan alur penulisan 

skripsi, maka penulis akan menguraikan dalam bentuk essay agar 

pembahasan tersusun secara rapi dan sistematis. Adapun sistematika 

pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab secara sistematis sebagai 

berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan 

Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

2. BAB II KERANGKA TEORITIS 

Bab ini membahas tentang kerangka teori sebagai landasan 

atau komparasi dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini adalah 

membahas teori terkait dengan definisi pembuktian, teori sistem 

pembuktian, alat bukti baik dari hukum positif maupun hukum 

Islam, pengertian pencabulan dan tipu muslihat. 

 

3. BAB III DATA PENELITIAN 

Bab ini akan menyajikan variabel yang diteliti secara objektif 

dan tidak dicampur dengan opini peneliti. Dalam bab ini akan 

dipaparkan hasil penelitian yang terdiri dari: identitas terdakwa, 
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kasus posisi, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan 

Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu. 

4. BAB IV ANALISIS DATA 

Bab ini merupakan analisis baik dari hukum acara pidana yang 

berlaku di Indonesia dan hukum acara pidana Islam terkait isi 

putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN 

Kbu serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan bebas terdakwa pencabulan terhadap anak. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi 

kesi mpulan dan saran. 
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BAB II 

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

DAN HUKUM ISLAM 

A. Pembuktian Dalam Hukum Positif Di Indonesia 

1. Pengertian Pembuktian  

Pembuktian merupakan titik sentral yang memiliki peranan sangat 

penting dalam proses peradilan. KUHAP tidak memberikan pengertian 

tentang pembuktian, hanya mengatur terkait dengan jenis-jenis alat bukti 

yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.
1
 

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata ‚bukti‛ yang berarti 

sesuatu yang menyatakan kebenaran sebuah peristiwa. Sedangakan secara 

terminologi merupakan upaya untuk menunjukkan benar atau salahnya 

terdakwa dalam persidangan.
2
 

Namun demikian banyak sekali dari ahli-ahli hukum yang 

memberikan definisi terkait dengan pembuktian. Menurut Prof. Soepomo 

pembuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau 

dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
3
 

Sedangkan Yahya Harahap memberikan definisi pembuktian adalah 

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-

                                                           
1
 Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana Korupsi, (Jakarta: Setara Press, 2016), 76. 

2
 H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 25. 
3
 Ibid., 76. 
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cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa.
4
 

Pembuktian juga mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur 

alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh 

dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang di 

dakwakan. Pembuktian juga memiliki arti bahwa benar suatu peristiwa 

pidana telah terjadi dan terdakwaklah yang melakukanya, sehingga harus 

bertanggungjawab terhadap perbuatanya.
5
 

Dari berbagai pendapat pakar hukum di atas pembuktian ditinjau 

dari hukum acara pidana, antara lain:
6
 

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari 

dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, 

terdakwa, dan penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan-

ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-

undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam 

menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa 

mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan 

yang telah digariskan undang-undang. Terutama majelis hakim, harus 

benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan 

                                                           
4
 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 273. 
5
 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan, 1998), 133. 

6
 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan..., 274. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan 

persidangan. 

2. Mejalis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan 

dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang 

ditentukan oleh undang-undang secara limitatif sebagaimana yang 

disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. 

 

2. Teori-teori atau Macam-macam Sistem Pembuktian 

Mengenai sistem pembuktian pada dasarnya bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap 

perkara yang sedang diperiksa. Terdapat beberapa teori sistem 

pembuktian, antara lain: 

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (Convention In 

Time) 

Sistem pembuktian convention in time menganut ajaran 

bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata 

ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim dapat saja 

menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas 

dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang lain.
7
 

Oleh sebab itu, meskipun alat bukti sudah cukup, namun 

tidak menimbulkan keyakinan pada hakim, maka hakim tidak 

boleh menjatuhkan sanksi pidana. Begitu pula sebaliknya 

                                                           
7
 Ibid., 277. 
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meskipun bukti tidak cukup namun hakim memiliki keyakinan 

maka terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana. Teori berdasar 

keyakinan hakim melulu ini, berpangkal pada pemikiran yang 

didasari dengan keyakinan dari hati nuraninya sendiri bahwa 

terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan.
8
 

Sistem ini menempatkan hakim sebagai orang yang tidak 

bisa berbuat salah (judge can do no wrong). Sistem ini juga 

menyebabkan kesulitan dalam pengawasan hakim. Sistem ini telah 

banyak dipakai di Prancis yang mana telah banyak menghasilkan 

putusan bebas yang tidak mencerminkan rasa keadilan.
9
 

2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang 

logis (Conviction In Raisone) 

Dalam sistem ini dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim 

masih memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan 

salah atau tidaknya terdakwa. Jika dalam sistem pembuktian 

convention in time peran keyakinan hakim luas dan tanpa batas 

maka dalam sistem pembuktian conviction in raisone keyakinan 

hakim harus disertai alasan-alasan yang jelas.
10

 

Lebih tepatnya keyakinan hakim dalam sistem ini harus 

dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning haru 

reasonable yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. 

                                                           
8
 Hendrastanto Yudowidakdo, dkk, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: 

Bina Aksara, 1987), 238. 
9
 Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana...,78. 

10
 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan...,277. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 
 

Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis 

dan dapat diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini juga disebut 

dengan sistem pembuktian bebas. 

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif 

(Positief Wettelijk Bewijstheori) 

Sistem pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem 

pembuktian conviction in time. Sistem pembuktian Positief 

Wettelijk Bewijstheori berpegang pada terpenuhinya alat-alat 

bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
11

 Meskipun 

hakim yakin bahwa terdakwa telah bersalah, maka terdakwa tidak 

dapat diputus bersalah atau harus dibebaskan. Segi positif dari 

sistem pembuktian ini adalah hakim akan berusaha membuktikan 

kesalahan terdakwa secara objektif dan tidak bergantung pada 

subjektivitas hakim. 

Dalam sistem pembuktian positif, yang dicari adalah 

kebenaran formal dan umumnya digunakan dalam hukum acara 

perdata. Positief wettelinjk bewijstheory system di Benua Eropa 

dipakai pada waktu berlakunya hukum acara pidana bersifat 

inquisitoir. 

 

 

                                                           
11

 Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana...,79. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 
 

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

(Negatief Wettelijk Stelsel) 

Sitem pembuktian menurut undang-undang negatif 

merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-

undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut 

keyakinan atau conviction in time.
12

 

Sistem pembuktian negatief wettelijk stelsel mendasarkan 

pada keyakinan hakim dan alat-alat bukti yang sah menurut 

undang-undang. Syarat untuk menentukan seseorang bersalah atau 

tidak, yaitu: pertama, wettelijik atau alat-alat bukti yang sah 

menurut undang-undang. Kedua, negatief atau berdasarkan 

keyakinan hakim. Namun antara alat-alat bukti yang sah dan 

keyakinan hakim harus memiliki hubungan kausalitas atau sebab 

akibat. 

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur objektif dan 

subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang 

terdakwa. Jika salah satu diantara dua unsur tersebut tidak ada, 

tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. 

Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang 

sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti 

dan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, dalam hal ini 

terdakwa tidak dapat dikatakan bersalah. 

                                                           
12

 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan...,278. 
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5. Sistem pembalikan beban pembuktian (Omkering van het 

Bewijslast) 

Sistem pembalikan beban pembuktian atau biasanya 

disebut dengan sistem pembuktian terbalik merupakan sistem 

yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa. Sistem ini 

berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara 

pidana secara universal. Dalam hukum pidana formil baik sistem 

eropa kontinental ataupun Anglo-Saxon lebih sering dikenal 

bahwa pembuktian dengan tetap membebankan kewajibanya 

kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hanya saja dalam kasus-

kasus tertentu (certain case) diperkenankan penerapan dengan 

mekanisme diferensiasiel, yaitu sistem pembalikan beban 

pembuktian atau dikenal sebagai ‚Reversal of Burden Proof‛. 

Itupun tidak dilakukan secara over all, tetapi masih memiliki 

batas-batas yang seminimal mungkin agar tidak melanggar Hak 

Asasi Manusia (HAM), khususnya hak tersangka atau terdakwa.
13

 

Di Indonesia, pembalikan beban pembuktian (Reserving 

The Burden of Proof) sudah diterapkan dalam UU Nomor 5 Tahun  

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang mana dijelaskan 

dalam pasal 22 bahwa pembuktian terhadap unsur kesalahan 

dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) 

dan pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha 

                                                           
13

 Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana...,80. 
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tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan 

pembuktian. 

Selain diatur dalam UU Perlindungan Konsumen juga telah 

diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 

Tentang Tindak Pidana Korupsi. Yakni dalam pasal 12 B ayat (1) 

huruf (a) berkaitan dengan gratifikasi yang mengandung delik 

sistem pembuktian terbalik.  

 

3. Sistem Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah 

merumuskan dalam pasal-pasalnya terkait dengan sistem pembuktian 

yang digunakan dalam peradilan di Indonesia. Hal ini dapat kita baca 

dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi: ‚Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh suatu keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwaklah yang 

bersalah dan benar-benar melakukanya‛.
14

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa KUHAP 

menganut prinsip / sistem pembuktian secara negatif (negatief wetterlijk 

overtuiging) dimana keyakinan hakim harus didasari dengan minimum 

dua alat bukti yang sah. 

                                                           
14

 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan...,280. 
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4. Alat Bukti 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pasal 183 ayat (1) KUHAP telah 

menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. 

Maka dari itu selain alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 

(1) tidak diperkenankan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun 

alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang 

disebut dalam pasal 184 ayat (1), adalah sebagai berikut: 

1. Keterangan saksi 

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dari hukum 

acara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 

peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami 

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuanya itu.
15

 

2. Keterangan ahli 

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 

seorang ahli yang memilki keahlian khusus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 

kepentingan pemeriksaan.
16

 

3. Surat 

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHAP. Dalam 

ketentuan tersebut, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti 

yang sah menurut undang-undang ialah: 

                                                           
15

 M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan 
Resmi dan Komentar. (Bogor: Politeia, 1997), 6. 
16

 Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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Pertama, surat yang dibuat atas sumpah jabatan. Kedua, 

surat yang dikuatkan dengan sumpah. Dalam pasal tersebut telah 

dijelaskan secara rinci bentuk-bentuk surat yang dianggap 

mempunyai nilai sebagai alat bukti, diantaranya:
17

 

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang 

dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang 

dibuat di hadapanya, yang memuat keterangan tentang 

kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau 

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas 

dan tegas tentang keteranganya itu. 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh 

pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang 

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. 

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat 

pendapat berdasarkan keahlianya mengenai sesuatu hal 

atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi 

daripadanya. 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 

hubunganya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 

                                                           
17

 Ibid., 68-69. 
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Dalam pembuktian yang diatur dalam hukum acara 

perdata, surat autentik atau surat resmi seperti bentuk-bentuk 

surat resmi yang disebut dalam pasal 187 haruf a dan b KUHAP, 

dinilai sebagai alat bukti sempurna, dan mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat bagi hakim, sepanjang tidak dimentahkan 

atau dilumpuhkan dengan bukti lawan atau tegen bewijs. 

Oleh karena itu alat bukti surat resmi atau autentik 

merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en 

beslissende bewijskracht), hakim tidak akan bebas lagi untuk 

menilainya dan terikat kepada pembuktian surat tersebut dalam 

mengambil putusan perkara perdata yang bersangkutan.
18

 

4. Petunjuk 

Alat bukti petunjuk berdasarkan pengertian pasal 188 ayat 

(1) adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun 

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
19

 

Yang berhak menilai atas kekuatan pembuktian dari suatu 

petunjuk dalam hal ini dinyatakan dalam ketentuan pasal 188 ayat 

(3) KUHAP, yakni dilakukan oleh hakim dengan arif dan 

                                                           
18

 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan...,309. 
19

 Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh 

kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. 

Terkait hal tersebut A. Minkenhof berpendapat 

sebagaimana dikutip dalam bukunya Hendradasto Yudowidagdo, 

beliau mengatakan bahwa pada akhirnya persoalanya diserahkan 

kepada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan 

pengamatan hakim sebagai alat bukti.
20

 

5. Keterangan terdakwa 

Yang dimaksud dengan keterangan terdakwa berdasarkan 

pasal 189 ayat (1) adalah apa yang terdakwa nyatakan di 

persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui 

sendiri atau alami sendiri.
21

 

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa keterangan terdakwa 

yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk 

membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan 

tersebut didukung dengan alat bukti yang sah sepanjang mengenai 

hal yang didakwakan kepadanya. 

Menurut D. Simons keterangan terdakwa sebagai alat bukti 

dengan demikian lebih luas pengertianya dari pengakuan 

terdakwa, bahwa menurut Memorie van Toelichting penyangkalan 

terdakwa boleh juga menjadi alat bukti yang sah. Selanjutnya 

dikatakan bahwa karena hak kebebasan terdakwa untuk mengaku 

                                                           
20

 Hendrastanto Yudowidakdo, dkk, Kapita Selekta Hukum..., 255. 
21

 Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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atau menyangkal harus dihormati, oleh sebab itu suatu 

penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan 

tidak dapat dijadikan bukti.
22

 

 

B. Pembuktian Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Islam 

Pembuktian berasal dari kata ‚al-Bayyinah‛  yang memiliki arti 

sesuatu yang menjelaskan.
23

 Menurut Muhammad at Thohir Muhammad 

‘Abd al ‘Aziz dalam bukunya menyatakan yang dimaksud dengan 

pembuktian adalah membuktikan suatu perkara dengan memberikan 

keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
24

 

Sedangkan ulama dari kalangan Hanafi menyebutkan bahwa alat-

alat bukti dalam bentuk nadzam yang terdiri dari tiga buah, yaitu sebagai 

berikut:
25

 

نْ مُظْلِمُ ا لَْْطْب أَ عْضَرً ا قاَلَهُ * بِاَ يَ هْتَدِ ى إِ  سَأُهْدِي لِمَنْ رَ ا مَ ا لْقَضَا ء طرٌُ   
هِ يََ أَ خَا ا لْعُلَا كُو لٌ قَسَا  مَةٌ * وَبَ يِّنَةٌ عُلِمَ بِ نُ يََِيٌن وَ إِ قْ راَ رٌ   

لاَّ كَذَا كَ الَّذِي يَ بْدُو لَهُ مِنْ قَ راَئِنْ * إِذَا بَ لَ  غَتْ حَدُّ الْيَقِيِن فَحَصَّ  
 

Aku akan memberi petunjuk berupa alat-alat bukti bagi orang-

orang yang bermaksud mengadili perkara, apabila orang berada 

                                                           
22

 Hendrastanto Yudowidakdo, dkk, Kapita Selekta Hukum..., 256. 
23

 Sulaikhan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2005), 135. 
24

 Ibid., 26. 
25

 H. A Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), 94 
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dalam gelapnya situasi, ia akan memperoleh petunjuk dari 

padanya. 

Sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, qasamah, bayyinah, ilmu 

qadhi, hai sahabat mulia. 

Demikian juga sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk, 

apabila semua itu telah meyakinkan maka berhasillah (pembuktian 

itu). 

Dalam pembuktianya seseorang harus mampu untuk menghadirkan 

ke persidangan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini 

didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, dalam QS. al-Baqarah (2): 

282, yang berbunyi: 

...                         

                         

           ... 

Artinya: ‚...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, 

Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka 

yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu 

enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...‛ 

Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang 

sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para 
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pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-

saki yang di pandang adil.
26

 

Selain dalam al-Qur’an, perintah untuk membuktikan juga 

didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi: 

عَنِ ا بْنِ عَبَّا سٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ قاَل: لَويُ عْطَى النَّاس بِدَعْوَاهُمْ لَادِّعَى 
عَى نََسٌ دِمَاءَرجَِا لٍ وَأَ  عَلَيْهِ مْوَالََمُ ولَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّ  

Artinya: ‚Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya 

diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, 

tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, 

bai jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan 

kepada tergugat‛. 

Makna dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa barangsiapa yang 

mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu 

membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi 

gugatanya. 

Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan 

kebenaran gugatan (tuntutan dalam hukum pidana) adalah tugas dari 

penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu diambil yang lahirnya. 

Maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatanya atas sesuatu yang 

lahir, untuk membuktikan gugatanya. Sebagaimana kaidah kulliyah yang 

menyatakan sebagai berikut: 

ا هِرِ وَلْيَمِيْنُ لِِِ بْقاءِ اْلأ صْلِ   الْبَ يِّنَةُ لِِِ ثْ بَات خِلَافِ الضَّ

                                                           
26

 H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut...,34. 
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Artinya: ‚Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan 

keadaan dzohir dan sumpah untuk menetapkan keadaan 

asalnya‛.
27

 

Kaidah ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad saw yang 

berbunyi: 

دَّ عَىْ عَلَيْهِ ا
ُ

دَّ عِىْ وَا ليَمِيْنُ عَلَى أْلم
ُ

لْبَ يِّنَةُ عَلَى الم  
Artinya: ‚Bukti itu atas di penggugat dan sumpah atas si tergugat‛ 

Hadis ini sebagai dasar hukum pembebanan dan pembuktian, 

artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatanya itu 

benar adanya, dan sebaliknya untuk pihak yang tergugat sebelum 

menyampaikan jawaban atas gugatanya akan dikenakan beban sumpah.
28

 

 

2. Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam 

Dalam kitab ath Thurq al-Hukmiyah, Ibnu al-Qayyim 

menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) alat bukti yang dapat memperkuat 

dakwaan atau gugatan, beliau menyimpulkan dari al-Qur’an dan Hadits 

yang sahih atau dari praktik-praktik Nabi Muhammad saw. 

Menurut Ibnu al-Qayyim, alat-alat bukti tersebut sebagai 

berikut:
29

 

                                                           
27

 Ibid.,42. 
28

 Ibid., 43. 
29

 H. A Basiq Djalil, Peradilan Islam...,34-37. 
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1. Al-Yadud al-mujarradah (penguasaan), yakni bukti yang tidak 

memerlukan sumpah, seperti anak-anak atau orang yang berada di 

pengampuanya. 

2. Al-Inkar al-Mujarrad (pengingkaran), seperti seseorang yang telah 

mengaku berutang kepada orang yang telah meninggal dunia, atau 

yang meninggal telah berwasiat sesuatu untuknya, seperti si mayat 

memiliki washiy (orang yang diwasiati) untuk membayar utang-

utangnya dan melaksanakan wasiat-wasiatnya, kemudian washiy 

mengingkari pengakuan tersebut, sedangkan pihak penggugat 

tidak memiliki bukti. 

3. Bukti penguasaan atas sesuatu dan sumpah atasnya, seperti bila 

ada seseorang yang dituduh bahwa yang dimilikinya adalah bukan 

miliknya, kemudian pemilik hak itu menyangkal atas tuduhan 

tersebut lalu ia diminta bersumpah maka pemilik hak itu menjadi 

miliknya, dan jika tidak mau maka cabutlah hak itu dari 

kekuasanya. 

4. Penolakan, yang dimaksud penolakan ini adalah menolaknya 

mud’a> alaih (tertuduh/tergugat) untuk bersumpah sebagaimana 

diminta oleh muda’i (penuntut umum/penggugat). 

5. Menolak sumpah dan mengembalikan sumpah kepada Penggugat. 

al-Auza’i qadhi Syuraih, Ibnu Sirin, dan an-Nakha’i berpendapat 

apabila ia (tertuduh/tergugat) menolak sumpah maka 

dikembalikan sumpah itu kepada penuntut/penggugat. Pendapat 
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ini dari kalangan mazhab Syafi’i dan Maliki tidak disetujui oleh 

Ibnu Hazm adh-Dhairi. 

6. Sumpah. Sumpah ini dihadapkan kepada penggugat/penuntut, 

apabila ternyata tidak dapat membuktikan atas gugatan atau 

tuduhanya yang diingkari oleh tergugat/tertuduh. 

7. Saksi 

8. Penolakan sumpah 

9. Dua saksi perempuan dan sumpah penggugat 

10. Saksi dari anak-anak yang telah mengerti. 

Para fuqaha berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) ada 7 

(tujuh) macam, yakni:
30

 

1. Iqrar (pengakuan) 

2. Syahadah (kesaksian) 

3. Yamin (sumpah) 

4. Nukul (penolakan sumpah) 

5. Qasamah (bersumpah 50 orang) 

6. Keyakinan hakim 

7. Bukti-bukti lainya yang dapat dipergunakan 

Menurut Samir ‘Aaliyah, alat-alat bukti itu ada 6 (enam) macam 

dengan urutan sebagai berikut:
31

 

                                                           
30

 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: PT 

Pustaka Rizki Putra, 1997), 136. 
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1. Pengakuan 

2. Saksi 

3. Sumpah 

4. Qorinah 

5. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak 

6. Pengetahuan hakim. 

Menurut Sayyid Sabiq, alat-alat bukti itu ada 4 (empat) dengan 

urutan sebagai berikut: 

1. Pengakuan 

2. Saksi 

3. Sumpah 

4. Surat resmi. 

Dalam skripsi ini akan mambahas alat-alat bukti yang terdapat 

hubungan dengan peradilan agama di Indonesia. Diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Iqrar (pengakuan) 

Pengakuan dalam dunia peradilan adalah mengakui adanya 

hak orang lain yang ada pada diri pelaku itu sendiri dengan ucapan 

atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa yang akan 

datang.
32

 

                                                                                                                                                               
31

 H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut...,57. 
32

 H. A Basiq Djalil, Peradilan Islam...,40. 
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Ikrar atau pengakuan menurut bahasa ialah menetapkan dan 

mengakui seatu hak dengan tidak mengingkari. Sedangkan 

menurut istilah para fuqaha memberikan definisi dengan 

mengabarkan suatu hak bagi orang lain.
33

 

Muhammad Salam Madkur memberikan definisi terkait 

pengakuan, menurutnya pengakuan adalah mengakui adanya hak 

orang lain yang berada dalam diri pelaku itu sendiri melalui 

ucapan. 

Dasar hukum pengakuan terdapat dalam firman Allah 

SWT QS. an-Nisa (4) 135 yang berbunyi: 

                         

... 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 

orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi 

saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri... 

 

Dalam pasal 480 Undang-Undang Perdata Mesir, bahwa 

yang dimaksud dengan pengakuan, adalah pengakuan pihak 

lawan (tergugat/tertuduh) di muka persidangan tentang suatu 

peristiwa hukum yang dituduh/digugatkan kepadanya.
34

 

Sedangkan golongan Hanafiyah menyatakan pengakuan 

dapat dilakukan dengan ucapan, dapat pula dengan isyarat oleh 

                                                           
33

 Ibid.,93. 
34

 Ibid.,41. 
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orang yang tidak dapat berbicara, asal isyaratnya itu dapat 

diketahui oleh umum.
35

 

 

 

2. Syahadah (kesaksian) 

Syahadah (kesaksian) dalam istilah fuqaha, sama dengan 

bayyinah. Tetapi Ibnu al Qayyim memaknakan bayyinah 

adalah segala kesaksian yang dapat menjelaskan perkara, 

sedangkan syahadah diungkapkan untuk menetapkan hak atas 

orang lain.
36

 

Sedangkan menurut syara’ kesaksian menurut 

pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang 

diperoleh dengan melihat langsung atau dari pengetahuan yang 

diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.
37

 

Kewajiban untuk menjadi saksi dan memberikan 

kesaksian didasarkan pada firman Allah SWT QS. al-Baqarah 

(2) 282 yang berbunyi: 

              

Artinya: janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil 

                                                           
35

 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum...,137. 
36

 Ibid.,139. 
37

 H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut...,73. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 
 

Menurut Abdul Karim Zaidan dalam bukunya 

Anshorudin yang dapat dikatakan memenuhi persyaratan 

seorang menjadi saksi sebagai beriktut:
38

 

a. Dewasa 

b. Berakal 

c. Mengetahui apa yang disaksikan 

d. Beragama Islam 

e. Adil 

f. Saksi harus dapat melihat 

g. Saksi harus dapat berbicara 

3. Persangkaan/Petunjuk-petunjuk (Qarinah) 

Qarinah secara bahasa diambil dari kata ‚muqaromah‛ 

yang memilki arti petuntuk. Secara istilah qarinah diartikan 

dengan: 

عْوىْ وَأَحْوَالَِا بِِجْتِهادٍ الأدِلَّةُ الَّتِِْ يَسْ  تَ نْبِطهَُاالْقَاضِىُ مِنْ وَقاَئعِ الدَّ  
‚Tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim 

dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad‛ 

 

Secara umum qarinah dibagi menjadi dua (2), yaitu: 

a. Qarinah Qonuniyyah yaitu qarinah yang ditentukan 

oleh undang-undang. 

b. Qarinah Qodloiyyah yaitu qarinah yang merupakan 

hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. 

                                                           
38

 Ibid.,76. 
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Tidak semua qarinah dapat dijadikan alat bukti. Dalam 

hal ini Roihan A. Rasyid memberikan beberapa kriteria qarinah 

yang dapat dijadikan sebuah alat bukti:
39

 

a. Qarinah harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak 

bisa dibantah olah manusia yang berakal 

b. Qarinah menurut Undang-undang dilingkungan 

peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan 

dengan hukum islam. 

4. Sumpah (Yamin) 

Sumpah menurut ahli fiqh adalah pernyataan yang 

khidmat yang diucabkan pada waktu memberi janji atau 

keterangan dengan mengingat sifat Tuhan dan percaya bahwa 

siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar 

akan diberikan hukuman oleh-Nya. Menurut hukum islam 

istilah sumpah lebih dikenal dengan Al-Yamin, namun dalam 

konteks hukum pidana biasa lebih dengan istilah Qasamah.
40

 

Sumpah merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri 

sendiri. Oleh karena itu hakim dalam pembuktian tidak boleh 

hanya mendasarkan kepada sumpah tanpa didukung dengan 

alat-alat bukti yang lain. Sumpah merupakan salah satu alat 

bukti untuk mengambil putusan terakhir. 

                                                           
39

 Ibid.,89. 
40

 Sulaikhan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2005), 135. 
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Munurut Nashr Farid Washil, macam-macam sumpah 

ada dua (2), yaitu:
41

 

a. Sumpah yang dilakukan oleh penggugat karena alat 

bukti yang diajukan masih belum lengkap. Sumpah 

seperti ini disebut dengan sumpah pelengkap atau 

sumpah tambahan dan sumpah ini tidak boleh 

dikembalikan kepada tergugat. 

b. Sumpah yang dilakukan oleh tergugat dengan tujuan 

untuk menolak gugatan dari penggugat karena 

penggugat tidak memiliki alat bukti. Sumpah seperti 

ini disebut dengan sumpah pemutus. 

5. Penolakan sumpah (Nukul) 

Penolakan sumpah atau nukul berarti pengakuan. Ini 

merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatanya 

dengan bukti lain agar gugatanya dapat mengena kepada pihak 

yang lain.
42

 

Dikalangan fuqaha masih terdapat perbedaan pendapat 

penolakan sumpah atau nukul digunakan sebagai alat bukti. 

Madzab Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan bahwa 

penolakan sumpah atau nukul merupakan salah satu alat bukti 

                                                           
41

 H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut..., 101. 
42

 H. A Basiq Djalil, Peradilan Islam...,53. 
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yang dapat digunakan sebagai dasar putusan. Penolakan itu 

bilamana telah mencapai tiga kali.
43

 

Dalam madzab asy Syafi’i dan Imam Malik, penolakan 

sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika 

penggugat menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan 

kepada penggugat dan jika penggugat bersumpah maka 

dimenangkan.  Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa 

penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar 

untuk memutus perkara. 

Disisi lain Madzab Adzahiri dan Ibnu Hazem, 

menetapkan hukum berdasar penolakan sumpah dan 

pengembalian sumpah, yakni tidak memiliki dasar hukum yang 

kuat.
44

 

                                                           
43

 H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut...,102. 
44

 Ibid.,103. 
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BAB III 

 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI NOMOR 

51/PID.SUS/2016/PN/KBU TENTANG PUTUSAN BEBAS PENCABULAN 

TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 

A. Identitas Terdakwa 

Kasus pencabulan anak dibawah umur yang di putus bebas oleh 

Pengadilan Negeri Kotabumi dengan terdakwa bernama Febri Anggara 

alias Angga Bin Heri Nugroho. Terdakwa lahir pada 2 Februari 1991 di 

Trimodadi. Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Kemalo Abung Rt. 

003, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara ini saat ini 

berusia 25 tahun. Beliau telah memiliki istri dan beragama islam serta 

bekerja sebagai supir. 

 

B. Kasus Posisi 

Terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho pada hari 

minggu tanggal 11 oktober 2015 sekira pukul 14:00 WIB atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa 

Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidak-

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan 

Negeri Kotabumi (yang berhak memeriksa / mengadili perkara tersebut), 

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang 

lain). 
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Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, 

berawal ketika anak saksi korban bernyanyi di acara pernikahan. Setelah 

berkenalan pertama kali Terdakwa dan Anak saksi korban berjanji di 

pasar lama Desa Trimodadi dan akhirnya mereka bertemu, kemudian 

terdakwa dan Anak saksi korban pergi menuju pasar Kotabumi untuk 

menemani Anak saksi korban mencari sepatu. 

Sepulang dari pasar terdakwa mengajak Anak saksi korban kerumah 

saksi Aan, sesampainya dirumah saksi Aan hanya ada Aan sendiri, dan 

pada saat Aan ke kamar mandi saat itu terdakwa mencoba merayu Anak 

saksi korban dengan berkata “yang mau gak kayak yang di video itu” 

kemudian Anak saksi korban menjawab “takut” kemudian terdakwa 

berkata “nanti saya tanggung jawab, besok kita nikah” lalu Anak saksi 

korban menjawab “janji dulu” dijawab Terdakwa “iya saya janji saya 

bakal nikahin kamu. 

Setelah itu Anak saksi korban dibawanya kekamarnya si Aan, 

ketika di dalam kamar terdakwa menyuruh Anak saksi korban untuk 

membuka celana jeans yang Anak saksi korban pakai. Kemudian Anak 

saksi korban menuruti permintaan terdakwa dengan membuka celana 

jeans dan celana dalam yang dipakai hanya sampau selutut. 

Setelah dibuka terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi korban 

sambil tangan terdakwa memegangi kedua payudara dengan kedua 

tangnya kira-kira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa melakukan itu, 

dan pada saat itu Anak saksi korban merasa terangsang. kemudian 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51 
 

terdakwa langsung menidurkan Anak saksi korban dikasur tempat tidur. 

Kemudian terdakwa membuka celananya hanya setengah saja, lalu 

membuka kaki Anak saksi korban sehingga mengakang dan terdakwa 

sambil memegangi kemaluan (vagina) Anak saksi korban dengan cara 

dipegang-pegang bibir alat kemaluan (vagina). 

Setelah itu terdakwa langsung mencoba memasukkan alat 

kemaluanya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak saksi korban, 

tetapi alat kemaluan (penis) terdakwa tidak dapat masuk ke dalam alat 

kemaluan (vagina) Anak saksi korban. Anak saksi korban dan terdakwa 

terus mencoba memaksa dengan cara Anak saksi korban melihat terdakwa 

memegangi alat kemaluanya (penis) dan mengarahkan ke kemaluan 

(vagina) Anak saksi korban dengan cara mendorong berkali-kali sehingga 

alat kemaluanya (penis) masuk kedalam alat kemaluan (vagina) Anak 

saksi korban. 

Anak saksi korban merasakan sakit, perih, pusing, dan tubuh Anak 

saksi korban merasa lemas. Terdakwa memasukkan alat kemaluanya 

(penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak saksi korban kurang lebih 

30 (tiga puluh) menit, yang dirasakan Anak saksi korban setelah 

melakukan hubungan badan layaknya suami istri tubuh anak saksi anak 

saksi korban lemas sekali. 

kemudian Anak saksi korban memakai kembali celana jeans dan 

celana dalamnya yang dibantu oleh terdakwa, lalu terdakwa mengajak 

Anak saksi korban keluar kamar dan Anak saksi korban dan terdakwa 
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serta saksi Aan mengobrol di ruang tamu sambil makan mangga kurang 

lebih mengobrol selama 1 (satu) jam, setelah itu Anak saksi korban dan 

terdakwa pulang kerumah. 

Anak saksi korban dan terdakwa selain melakukan hubungan badan 

layaknya suami istri di rumah Aan, pernah juga melakukan di dalam 

mobil kijang dengan nomor polisi BE 2029 J dalam perjalanan dari pantai 

pulau pasir kearah pulang Sri Mulyo, dan juga di dalam mobil l300 pick 

up warna hitam dengan nomor polisi BE 9115 FD yaitu di pom bensin 

kearah Bandar jaya dan disebelum taruko II masuk ke dalam gang. 

Pada tanggal 21 Fenruari 2016 saksi Siti Fatimah bermain kerumah 

orang tua saksi Marlena Wati di Srimulyo Rt 003 Rw 001 kel. Srimulyo 

Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah, sambil melihat baju dan 

sambil ngerumpi saksi Marlena Wati berkata kepada saksi Siti Fatimah 

bahwa “adik kamu pernah saya lihat dijemput seorang laki-laki” dan ayuk 

(korban) yaitu saksi Siti Fatimah menjawab “siapa” saksi Marlena Wati 

menjawab “saya tidak kenal”. 

Kemudian saksi Siti Fatimah bercerita masalah keluarganya kepada 

saksi Merlina Wati bahwa adiknya saksi Anak saksi korban telah dicabuli 

atau disetubuhi oleh terdakwa dan hubungan terdakwa dan Anak saksi 

korban sudah 4 (empat) bulan pacaran, ternyata terdakwa sudah 

mempunyai istri, padahal terdakwa sempat berjanji dengan Anak saksi 

korban siap bertanggung jawab dan janji akan menikahinya namun 
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kenyataanya  tidak demikian sehingga adik saksi Siti Fatimah yaitu Anak 

saski korban laporkan ke polres Lampung Utara. 

 

C. Pertimbangan Hakim 

Dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan 

saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat dalam hal mana 

setelah majelis hakim menghubungkan juga menyesuaikan satu dengan 

yang lainya dan telah pula dinilai cukup kebenaranya, maka diperoleh 

adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa pada hari minggu di bulan Oktober 2015 sekira pukul 

14:00 WIB bertempat di rumah Aan yang beralamat di Desa 

Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara terdakwa 

telah menyetubuhi anak saksi korban. 

2. Bahwa Terdakwa dan anak saksi Korban pertamakali berkenalan 

di Desa Jerangkang Kecamatan Abung Selatan yang pada saat 

itu anak saksi Korban sedang bernyanyi di acara pernikahan di 

Desa tersebut, setelah seminggu berkenalan pada hari Minggu di 

bulan Oktober 2015 sekira jam 08:00 WIB Terdakwa janjian 

dengan anak saksi Korban dengan cara menelpon untuk bertemu 

di Pasar Lama Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan, dan 

sekitar jam 11:00 WIB Terdakwa bertemu dengan anak saksi 

korban setelah itu Terdakwa dan anak saksi pergi ke Pasar 

Dekon Kotabumi dengan mengendarai motor untuk menemani 

anak saksi Korban mencari sepatu kemudian sepulang dari pasar 

Terdakwa mengajak anak saksi Korban mampir ke rumah teman 

Terdakwa yang berrnama Aan, yang berada di Desa Kemalo 

Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara 

dan sesampainya disana hanya ada Aan sendiri di rumanhnya. 

3. Bahwa setelah mengobrol sebentar dengan saudara Aan, saksi 

Korban meminjam kamar saudara Aan dengan alasan untuk 

berdandan dan minta ditemani Terdakwa karena takut sendirian, 

kemudian anak saksi  Korban dan Terdakwa masuk ke kamar 

saudara Aan sedangkan saudara Aan pergi dari ruang tamu 

untuk menerima telpon kemudian di dalam kamar tersebut 

Terdakwa mencium bibir anak saksi Korban, memegang 
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paayudaranya dan memasukkan alat kelaminya (penisnya) ke 

dalam alat kelamin (vagina) anak saksi Korban. 

4. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan hubungan suami istri 

dengan anak saksi korban ketika berada di Jalan Desa Tanjung 

Arum Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara dalam mobil L300 sekitar bulan Desember 

2015, Terdakwa berkata kepada anak saksi Korban, “Mau gak 

saya ajakin gituan lagi?”, lalu Terdakwa berkata “Iya,  di sini 

kan jalanya sepi”, dan anak saksi korban menjawab “Iya udah”. 

Dan pada saat itu anak saksi Korban membuka celananya sendiri 

dan Terdakwa juga, kemudian Terdakwa memasukkan alat 

kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) anak 

saksi Korban dengan posisi anak saksi Korban berada di 

pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyang-goyang 

selama dua (2) menit, kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa 

menyetubuhi di akhir bulan Desember 2015 di dalam mobil 

L300 yang saat itu sedang melintas di Jalan Desa Kemalo 

Abung Kabupaten Lampung Utara. 

5. Bahwa anak saksi Korban lahir pada tanggal 10 Oktober 1998 

atau berusia lebih kurang 17 tahun. 

6. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan ataupun 

kekerasan terhadap anak saksi Korban. 

7. Bahwa istri Terdakwa dan saksi Korban telah menandatangani 

Surat Perdamaian tertanggal 3 Januari 2016 yang pada intinya 

keduabelah pihak sudah menjadi keluarga dan saksi Saksi 

Korban berjanji tidak akan berhubungan dengan Terdakwa. 

 

Dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu bahwa Jaksa 

Penutut Umum (JPU) telah memberikan tuntutan kepada terdakwa Febri 

Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho, terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana “Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur” sebagaimana 

dakwaan ke 2 yakni melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

Maka dari itu pertimbangan-pertimbangan hakim yang akan 

dipaparkan dalam skripsi ini adalah terkait dengan penjelasan unsur-unsur 
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dari pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 35 Tahun 2014. Berikut adalah pertimbangan-

pertimbangan hakim: 

Unsur “setiap orang”, menurut hukum positif yang dimaksud 

dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang 

mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatanya. 

Maka dari untuk membuktikan suatu tindak pidana harus 

mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya 

sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk 

menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana 

dimaksud, serta menghindari kekeliruan terhadap orang. 

Selanjutnya dalam membuktikan unsur setiap orang harus adanya 

kesesuaian antara identitas pelaku atau terdakwa tindak pidana yang 

berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang 

tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubunganya dengan perkara 

yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Febri 

Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho yang dihadapkan sebagai 

terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh 

penuntut umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa 

sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur 

setiap orang telah terpenuhi. 

Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau 
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dengan orang lain”. Kemudian yang dimaksud dengan sengaja adalah 

Willens En Wetens yang artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini 

dapat memberi kesan  bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila 

berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan 

tersebut. 

Maka dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung 

makna bahwa perbuatan tersebut dekehendaki oleh pelaku dan pelaku 

mengetahui akibat perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum 

setiap perbuatan yang disadari akibatanya oleh pelakunya. 

Selanjutnya dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

dengan akal cerdik sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu 

dengan cara memberikan perkataan bohong atau perkataan yang tidak 

sebenarnya dengan tersusun rapi sehingga kebohongan yang satu menutup 

kebohongan lainya untuk memengaruhi orang untuk berbuat sesuatu yang 

apabila mengetahui maksud dari pelakunya ia yidak akan berbuat 

demikian. 

Secara umum unsur ini bersifat alternative sehingga apabila 

terpenuhi selain satu sub unsur yaitu melakukan tipu muslihat atau 

serangkaian kebohongan atau membujuk maka unsur inipun dianggap 

telah terpenuhi. 

Selanjutnya dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo 

(Vide Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta 
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Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, 

halaman 209) adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan 

dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan tanggal 

5 Februari 1912. 

Menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pengertian ini tidak lagi 

memungkinkan untuk memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat 

karena apabila pengertian ini diterapkan terhadap perbuatan seseorang 

laki-laki yang telah memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan 

perempuan dan tidak sampai keluar air maninya maka dapat dianggap 

telah tidak terjadi persetubuhan. 

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah sesorang 

yang berusia 18 (delapan belas) tahun. 

Kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam 

persidangan bahwa pada hari minggu di bulan oktober 2015 sekira pada 

pukul 14:00 WIB bertempat di rumah saudara Aan yang beralamat di 

Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa 

telah menyetubuhih anak saksi korban. 

Terdakwa dan anak saksi korban pertamakali berkenalan di Desa 

Jerangkang Kecamatan Abung Selatan yang pada saat itu anak saksi 

korban sedang bernyanyi di acara pernikahan di Desa tersebut, setelah 

seminggu berkenalan pada hari minggu di bulan Oktiber 2015 sekira jam 

08:00 WIB terdakwa janjian dengan anak saksi korban dengan cara 
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menelpon untuk bertemu di Pasar Lama Desa Trimodadi Kecamatan 

Abung Selatan, dan sekitar jam 11:00 WIB Terdakwa bertemu dengan 

anak saksi Korban. 

Setelah itu Terdakwa dan anak saksi Korban pergi ke Pasar Dekon 

Kotabumi dengan mengendarai motor untuk menemani anak saksi korban 

mencari sepatu kemudian sepulang dari pasar Terdakwa mengajak anak 

saksi korban mampir ke rumah teman Terdakwa yang bernama Aan yang 

berada di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten 

Lampung Utara dan sesampainya hanya ada Aan sendiri di rumahnya. 

Setelah mengobrol sebentar dengan saudara Aan, saksi korban 

meminjam kamar saudara Aan dengan alasan untuk berdandan dan minta 

ditemani Terdakwa karena takut sendirian, kemudian anak saksi Korban 

dan Terdakwa masuk ke kamar Aan sedangkan saudara Aan pergi dari 

ruang tamu untuk menerima telpon kemudian di dalam kamar tersebut 

Terdakwa mneyetubuhi saksi Korban dengan cara Terdakwa mencium 

bibir anak saksi korban, memegang payudara kemudian memasukkan alat 

kelaminya (penis) kedalam kelamin (vegina) anak saksi Korban. 

Terdakwa juga pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak 

saksi Korban ketika berada di Jl. Desa Tanjung Arum Desa Trimodadi 

Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam mobil L300 

sekitar bulan Desember 2015, Terdakwa berkata kepada anak saksi 

Korban, “Mau gak saya ajakin gituan lagi?”, dan anak saksi Korban 

menjawab “Disini?”, lalu Terdakwa berkata “Iya, disini kan sepi jalanya”, 
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dan anak saksi korban menjawab “Ya udah”, dan pada saat anak saksi 

Korban membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga kemudian 

Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat 

kelamin (vagina) anak saksi Korban dengan posisi anak saksi Korban 

berada di pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggoyang-

goyangkan selama 2 (dua) menit, kemudian yang ketiga kalinya 

Terdakwa menyetubuhi anak saksi Korban di akhir bulan Desember 2015 

di dalam mobil L300 yang saat itu sedang melintas di jalan Desa Kemalo 

Abung Kabupaten Lampung Utara. 

Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tuntutanya bahwa 

Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak saksi Korban melakukan persetubuhan 

denganya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu saksi 

Korban, saksi Siti Fatimah Binti Daliman dan saksi Marlena Wati Binti 

Margono. Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan 6 (enam) 

orang saksi yang meringankan yaitu saksi Ahmad Rivai, saksi Edi 

Suprianto, saksi Evi Cristiani, saksi Cik John, saksi Jainudin, dan saksi 

Arrohma Tia Sari. 

Selain anak saksi Korban dan Terdakwa tidak ada satu saksipun 

yang melihat, mendengar ataupun mengetahui secara langsung bagaimana 

dan dengan cara apa Terdakwa menyetubuhi anak saksi Korban, karena 

saksi-saksi lainya hanyalah saksi yang mendengar dari cerita Terdakwa 

dan anak saksi Korban (Testimonium de Auditu). 
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Disisi lain Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan 

saudara Aan sebagai saksi tanpa alasan yang jelas, walaupun saksi 

tersebut tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sebagai 

saksi yang berdasarkan keterangan anak saksi Korban dan keterangan 

Terdakwa bahwa di rumah saudara Aan lah pertama kali mereka 

melakukan persetubuhan. 

Selanjutnya hasil dari Surat Visum Et Repertum dari Rumah Saki 

Hi. Muhammad Yusuf: 001/VER/RS-HMY/II/2016 tanggal 9 Maret 2016 

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sri Haryati, M. Kes dan 

diketahui dr. I Wayan Surya Wibowo, MMR yang menyatakan hasil 

pemeriksaan dijumpai luka robek lama pada bibir vagina akibat benda 

tumpul tidak secara jelas (eksplisit) yang dapat ditarik kesimpulan dari 

padanya bahwa anak saksi Korban telah disetubuhi. Akan tetapi 

berdasarkan keterangan anak saksi Korban dihubungkan dengan adanya 

keterangan Terdakwa bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan 

layaknya suami istri lebih dari 1 (satu) kali sehingga menurut pendapat 

Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi Korban 

adalah benar adanya. 

Keterangan anak saksi Korban dan keterangan Terdakwa mengenai 

awal mulanya sehingga anak saksi Korban bersetubuh dengan Terdakwa, 

karena keterangan dari anak saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa 

membujuk atau merayunya dengan janji Terdakwa akan 

bertanggungjawab dengan menikahi anak saksi Korban, sedangkan 
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berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ketika pertama kali diajak 

untuk bersetubuh anak saksi Korban langsung mau dan persetubuhan anak 

saksi Korban dengan Terdakwa itu bukanlah persetubuhan yang pertama 

kali bagi anak saksi Korban dengan laki-laki lain. 

Selanjutnya untuk membuktikan apakah ada perbuatan Terdakwa 

yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan 

atau membujuk anak saksi Korban Majelis Hakim akan menilai 

keterangan saksi-saksi lainya untuk mendapatkan petunjuk apakah 

keterangan anak saksi Korban ataukah keterangan Terdakwa yang benar. 

Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rivai dan Saksi Edi Suprianto 

yang menerangkan bahwa dalam perjalanan malam tahun baru 2016 yang 

sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada 

menyetubuhi anak saksi Korban, sehingga dengan demikian menurut 

pendapat Majelis Hakim anak saksi Korban berbohong dan keteranganya 

tidak benar bahwa telah terjadi persetubuhan antara dirinya dengan 

Terdakwa pada waktu tersebut. 

Berdasarkan keterangan saksi Edi Suprianto dihubungkan dengan 

keterangan saksi Evi Cristiani dan saksi Ahmad Rivai bahwa saksi 

Korban berprofesi sebagai penyanyi orgen yang perilaku kehidupanya 

sehari-hari kurang baik dan pernah menggangu suami orang dan sering 

dibawa laki-laki. 

Bahwa berdasrkan keterangan saksi Fatimah Binti Daliman 

dihubungkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi Evi Cristiani, saksi 
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Cik John, saksi Jainudin dan saksi Arrohma Tia Sari bahwa istri 

Terdakwa telah melakukan perjanjian damai dengan saksi Korban 

dehadapan keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Korban yang pada 

intinya anak saksi Korban berjanji tidak akan menggangu Terdakwa lagi 

yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal 3 Januari 2016. 

Keterangan saksi Arrohma Tia Sari dihubungkan dengan bukti 

fotocopian sms-sms antara anak saksi Korban bahwa anak saksi 

Korbanlah yang aktif merayu dan menggoda Terdakwa. 

Selama pemeriksaaan anak saksi Korban di persidangan Majelis 

Hakim mengamati gerak-gerik (gesture) tubuh dan mimic wajah anak 

saksi Korban ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Penuntut Umum, 

Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim kepadanya berkaitan dengan 

peristiwa yang menimpa dirinya tidaklah mencerminkan perilaku anak 

yang takut karena telah melakukan perbuatan yang salah menurut agama 

yaitu berhubungan intim dengan suami orang walaupun anak saksi 

Korban secara agama islam sudahlah akil baligh malahan dengan 

gamblangnya anak saksi Korban mengaku bahwa ia melaporkan 

Terdakwa karena Terdakwa tidak mau menikahi dirinya. 

Pendapat Majelis Hakim walaupun anak saksi Korban seorang anak 

yang masih berumur 17 tahun akan tetapi perilaku kehidupan 

keseharianya sudahlah bukan anak-anak yang masih polos dan anak saksi 

korban sudah mengerti perbuatan benar dan salah. 
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Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak 

haruslah (diutamakan) dilindungi akan tetapi perlindungan tersebut 

tidaklah serta merta mengabaikan dan mengurangi hak-hak asasi warga 

negara lainya dan mengingat pula unsur tindak pidana dari Pasal 81 ayat 

(2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak ini sendiri bahwa perlunya dibuktikan 

perbuatan kesengajaan dari Terdakwa melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

denganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumusan unsur ini 

bermakna yang perlu dibuktikan adalah perbuatan dan bukan hanya 

peristiwa pesetubuhanya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim mendapatkan 

petunjuk bahwa keterangan anak saksi Korban tidak dapat dipercaya dan 

diyakini kebenaranya berkaitan dengan adanya perbuatan Terdakwa 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak 

saksi Korban untuk bersetubuh denganya. 

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak memperoleh 

keyakinan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

denganya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak 

memenuhi unsure ini, sehingga unsur “dengan sengaja melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan 

persetubuhan denganya atau dengan orang lain” ini tidak terpenuhi dari 
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perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan 

unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum. 

Karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 

2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa 

haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua 

sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. 

 

D. Amar Putusan 

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan 

lain yang bersangkutan, maka amar putusan Hakim Pengadilan Kotabumi 

Nomor register perkara 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu adalah sebagaii berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heri 

Nugroho tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, alternative kedua, 

dan alternative ketiga Penuntut Umum. 

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan 

Penuntut Umum. 

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah 

putusan ini diucapkan. 
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4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, 

harkat serta martabatnya. 

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa: 

a. 1 (satu) helai baju kaos orange bermotifkan bunga-bunga 

b. 1 (satu) buah BH/Bra warna ungu 

c. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat 

Dikembalikan kepada anak saksi Korban 

d. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi/Colt L300/ 2,346 CC Diesel 

Model Pickup Nopol. BE 9115 FD No.Sin 4D56C-621092, No. 

Rangka L300db-213587 

e. 1 (satu) unit mobil Toyota/Kijang Super KF Long Nopol. BE 

2029 J Nomor Rangka KF50-037348 No. Sin 5K-0322746 

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 

f. 1 (satu) unit Hanphone Nokia tipe 5130 XpressMusic 

Dikembalikan kepada Terdakwa 

6. Membebankan biaya perkara kepada negara 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA 

ISLAM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA 

PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NO. 51/PID.SUS/2016/PN KBU 

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Pelaku 

Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan 

No.51/Pid.Sus/PN.Kbu 

Terkait dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Kotabumi 

No.51/Pid.Sus/PN.Kbu tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah 

umur, yang mana hakim menegaskan dalam amar putusan bahwa terdakwa 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. 

Dalam putusan tersebut jelas dinyatakan bahwa terdakwa didakwa 

dengan pasal alternatif. Alternatif pertama yakni pasal 81 ayat (1), alternatif 

kedua pasal 81 ayat (2), dan alternatif ketiga adalah pasal 82 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak. Meskipun dakwaan Penuntut Umum bersifat 

alternatif namun hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat memenuhi 

unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut sehingga berdasarkan atas ketentuan 

hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, maka hakim harus 

memberikan putusan bebas kepada terdakwa. 
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Dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 

kepada Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua, yakni adalah pasal 81 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak. Meskipun dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan 

keseluruhan pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Maka dari 

itu perlu memberikan sebuah analisis terhadap pertimbangan hakim dalam 

putusan tersebut, apakah sudah sesuai dengan tata peraturan yang ada atau 

belum. 

Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya bahwa Penuntut 

Umum memberikan tuntutan kepada terdakwa dengan pasal dakwaan 

alternatif kedua, yakni pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 

KUHP, maka dalam analisis ini penulis akan menganalisis terhadap 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menganalisis serta memberikan 

pertimbangan hukum pasal tersebut. 

Bunyi pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindunga Anak sebagai berikut: 

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 

pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 

persetubuhan denganya atau dengan orang lain”. 

Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang 

harus dipenuhi antara lain: 
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1. Setiap orang 

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan 

atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan 

orang lain 

3. Sebagai suatu perbuatan yang berlanjut 

 Terkait dengan unsur yang pertama “setiap orang”. Sebagaimana 

dipaparkan dalam pertimbangan hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap 

orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu 

bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatanya. Berdasarkan 

identitas dari Terdakwa yang dipaparkan dalam data penelitian putusan ini 

yang dimaksud setiap orang adalah Febri Anggara Alias Angga Bin Heri 

Nugroho. 

 Selanjutnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam unsur kedua. 

Bahwa dijelaskan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut 

dikehendaki oleh pelaku dan pelaku mengetahui konsekuensi atas perbuatan 

tersebut. Maka dari itu kehendak yang disadari ditujukan untuk melakukan 

suatu kejahatan tertentu. Selain itu dalam pertimbangannya majelis hakim 

juga menyatakan bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan 

layaknya suami istri lebih dari satu (1) kali sehigga terdakwa menyetubuhi 

anak saksi korban adalah benar adanya. 

 Selanjutnya terkait dengan unsur “tipu muslihat, rangkaian 

kebohongan atau membujuk”. Sebagaimana dijelaskan dalam putusan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 
 

tersebut yang dimaksud dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau 

membujuk adalah perbuatan yang dilakukan dengan akal cerdik sehingga 

orang yang berpikiran normal dapat tertipu dengan memberikan perkataan 

bohong atau yang tidak sebenarnya dengan tersusun rapi sehingga 

kebohongan yang satu menutup kebohongan yang lainya untuk memengaruhi 

orang menurutinya sehingga berbuat sesuatu yang apabila mengetahui 

maksud dari pelakunya ia tidak akan berbuat demikian. 

 Perlu diketahui bahwasanya unsur ini bersifat alternatif sehingga 

apabila terpenuhi salah satu sub unsur yaitu melakukan tipu muslihat atau 

serangkaian kebohongan atau membujuk maka unsur ini pun dianggap telah 

terpenuhi. 

 Namun yang menjadikan keganjilan disini adalah terkait perbedaan 

keterangan anak saksi korban dengan terdakwa. Sebagaimana dijelaskan 

dalam keteranganya anak saksi korban menyatakan bahwa hubungan yang 

dilakukan di rumah saudara Aan adalah hubungan yang pertama kali, namun 

hal ini ditolak dengan terdakwa yang menyatakan hubungan tersebut bukan 

hubungan yang pertama kali bagi anak saksi korban. Sehingga kemudian ini 

yang menjadikan hakim tidak lagi mempercayai keterangan yang diutarakan 

oleh anak saksi korban. 

 Terkait hal tersebut hakim menyatakan bahwa anak saksi korban tidak 

dapat dipercaya dan diyakini kebenaranya berkaitan dengan keteranganya 
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yang menyatakan bahwa “Terdakwa akan bertanggungjawab untuk menikahi 

anak saksi korban setelah melakukan perbuatanya”. 

 Namun disini penulis pun mengakui bahwa hakim dalam menyatakan 

pendapat hukumnya dilandasi keterangan saksi-saksi yang lain, meskipun 

saksi disini adalah saksi yang tidak melihat kejadian secara langsung 

melainkan hanya mendengar dari cerita orang lain atau testimonium de 

auditu. Saksi testimonium de auditu ini jikalau kita mengacu terhadap Pasal 

184 KUHAP maka bukanlah termasuk alat bukti namun berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 818/K/Sip/183 saksi testimonium de 

auditu ini dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mendukung saksi biasa. 

Namun yang menjadi persoalan adalah tidak ada sama sekali saksi biasa 

kecuali anak saksi korban. 

 Selain itu majelis hakim dalam menggali petunjuk terhadap keterangan 

saksi-saksi yang dibawa dihadapan persidangan terlihat sangatlah timpang 

atau berat sebelah. Hal ini kemudian nampak jelas dalam pertimbangan 

hakim yang tidak sama sekali menyebutkan keterangan saksi dari korban. 

Dalam keseluruhanya majelis hakim hanya mempertimbangakan keterangan 

saksi-saksi dari pihak terdakwa sehingga kemudian tidak aneh ketika terlihat 

seolah-olah terdakwa berbohong. 

 Terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa 

unsur tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak 

melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain tampak hanya 
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perspektif satu pihak. Dapat dibaca secara jelas bahwa Penuntut Umum 

dalam dakwaanya menyatakan bahwa terdakwa menyatakan kepada anak 

korban akan bertanggungjawab dan menikahi jikalau terdapat konsekuensi 

dari perbuatanya tersebut. Namun di sini majelis hakim tidak 

mempertimbangkan lebih jauh dan hanya berpatokan kepada salah satu 

keterangan dari pihak terdakwa. 

 Terlebih lagi dalam putusan tersebut tidak ditemukan pertimbangan-

pertimbangan oleh majelis hakim terkait hal-hal yang meringankan maupun 

yang memberatkan terhadap terdakwa. Majelis hakim juga tidak 

mempertimbangkan lebih dalam hasil dari Visum at Rapertum dari Rumah 

Sakit Hi. Muhammad Yusuf No.001/VER/RS-HMY/II/2016 tertanggal 9 

Maret 2016. Meskipun telah jelas dalam hasil Visum tersebut dijumpai luka 

robek lama pada bibir vagina akibat benda tumpul. Maka dari itu perbuatan 

yang dilakukan oleh terdakwa secara nyata merupakan bentuk pencabulan. 

Terlebih majelis Hakim dalam pertimbanganya juga menyatakan bahwa 

unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut harus dibuktikan bentuk 

dari perbuatanya dan tidak hanya peristiwa persetubuhanya. 

 Menganalisis lebih lanjut bahwa dalam putusan tersebut jelas pasal 

yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah pasal 82 ayat (1) UU No. 35 

Tahun 2014 Jo. Pasal 64 KUHP. Pasal 64 KUHP mengatur terkait dengan 

perbuatan berlanjut, namun lagi-lagi majelis hakim juga tidak memberikan 

pertimbangan hukum yang kongkrit terkait dengan pasal tersebut. Padahal 
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secara jelas dalam dakwaan Penunut Umum perbuatan cabul yang dilakukan 

oleh terdakwa tidak hanya dilakukan satu kali melainkan tiga kali. 

 Poin utama yang menjadi sebuah garis tebal adalah pertimbangan 

hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa Undang-Undang 

Perlindungan Anak mengutamakan anak untuk dilindungi tetapi 

perlindungan tersebut tidaklah serta merta mengabaikan dan mengurangi 

hak-hak asasi warga negara yang lain. Namun dalam hal ini putusan majelis 

hakim tidak mencerminkan rasa keadilan. Putusan majelis hakim yang 

menyatakan terdakwa dalam kasus ini bebas dari segala tuntutan hukum 

merupakan salah satu bentuk pengurangan hak asasi anak, karena anak 

korban dalam putusan ini secara jelas telah dilakukan pencabulan oleh 

terdakwa. 

 

B. Analisis Hukum Acara Pidana Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak 

Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan 

No.51/Pid.Sus/PN.Kbu 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia menganut 

sitem hukum Civil Law atau Civil Law Sistem , konsekuensi logis dari 

sistem ini dalam ranah persidangan adalah segala bentuk pembuktian dalam 

persidangan harus berdasarkan hukum yang tertulis atau berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Karakteristik dari sistem hukum ini adalah 

kepastian hukum. Maka dari itu hakim sebagai penegak keadilan berfungsi 
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untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam 

batas kewenanganya. 

Terkait dengan analisis hukum acara pidana dalam putusan ini penulis 

akan mengkaji secara sistematis terkait mekanisme pembuktian dalam 

persidangan. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa alat-alat 

bukti yang diajukan dalam persidangan terdiri dari saksi, surat, dan 

keterangan terdakwa.  

Ketika Pemeriksaan keterangan saksi, majelis hakim telah memeriksa 

seluruh saksi dalam persidangan. Hanya terdapat satu orang saksi yang 

memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang dimaksud dalam hukum acara 

pidana, yakni saksi korban. Saksi yang lain merupakan saksi yang tidak 

melihat kejadian secara langsung dan hanya mendengar dari keterangan 

orang lain atau sering dikenal dengan istilah testimonium de auditu. 

Hal inilah kemudian yang menjadikan timpang dalam putusan ini. 

Telah jelas dalam pertimbangan hakim sama sekali tidak memberikan 

pertimbangan terhadap keterangan saksi pihak korban, namun hanya 

mempertimbangakan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh 

terdakwa. Seharusnya sudah sepatutnya dan merupakan kewajiban seorang 

hakim untuk memeriksa dan mempertimbangakan kesaksian dari kedua belah 

pihak karena pada dasarnya hakim harus adil dalam menjalankan kewajiban 

sebagai penegak hukum. 

Memang dalam hal ini terdapat perbedaan keterangan saksi antara 

saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan saksi yang diajukan oleh 
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pihak terdakwa. Terkait dengan perbedaan tersebut sudah sepatutnya majelis 

hakim menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang negatif 

karena sistem peradilan yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia 

menganut pembuktian secara negatif, selain itu majelis hakim dalam 

menentukan keyakinan harus berdasarkan Undang-Undang. 

Selain terdapat perbedaan keterangan saksi yang diajukan oleh 

Penuntut Umum dengan saksi yang diajukan oleh terdakwa, terdapat pula 

keterangan yang berbeda antara saksi korban dengan keterangan terdakwa. 

Hal ini telah diakui oleh majelis hakim yang mana tertuang dalam 

pertimbangan hukum. Meskipun telah disampaikan melalui pertimbangan 

hukumya majelis lebih condong terhadap keterangan terdakwa dari pada 

keterangan saksi korban. Padahal berdasarkan pasal 189 ayat (3) KUHAP 

yang menyatakan bahwa pernyataan terdakwa hanya dapat digunakan 

terhadap dirinya sendiri. Hal ini berarti setiap keterangan terdakwa dalam 

persidangan hanya diterima dan diakui oleh mejelis hakim sebagai alat bukti 

yang mengikat terhadap dirinya sendiri. 

Terkait dengan keterangan saksi testimonium de auditu yang mana 

keteranganya didapat dari orang lain. Maka dari itu tidak memiliki kekuatan 

nilai sebagai saksi. Meskipun keterangan saksi testimonium de auditu ini 

juga tidak boleh diabaikan begitu saja, keterangan ini dapat dijadikan 

petunjuk bagi hakim dalam pembuktian yang lain di persidangan. Namun 

yang menjadi problematika adalah terkait dengan pertimbangan yang hanya 

menitik beratkan terhadap saksi yang meringankan terdakwa. 
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Terlebih lagi kita harus mampu memahami karakteristik sistem 

pembuktian yang dianut oleh KUHAP. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 

183 KUHAP, yang pada pokoknya manyatakan bahwa “Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan apabila sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang benar-benar 

melakukanya”. Jikalau kita memahami dan menelaah makna dari yang 

terkandung dalam sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP 

sebagaimana tertuang dalam pasal 183 maka kita dapatkan adalah sistem 

pembuktian Undang-Undang secara negatif. 

Namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang 

tertuang dalam putusan ini kenyataanya terdapat kekurang sadaran oleh 

majelis hakim yang menitik beratkan salah atau tidaknya seseorang 

berdasarkan keyakinan. Nampak jelas dalam pertimbangan putusan ini 

penilaian yang dilakukan oleh majelis hakim lebih kepada keyakinan tanpa 

menguji dan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat bukti yang sah. 

Misalnya dalam hal ini alat bukti berupa keterangan saksi korban dan alat 

bukti surat. Pertimbangan putusan ini hakim lebih condong dalam penilaian 

benar atau tidaknya keterangan korban sehingga dalam hal ini majelis makim 

lebih kepada sistem pembuktian Undang-Undang positif. 

Terlebih lagi dalam putusan ini sangat sedikit uraian majelis hakim 

yang tersusun secara sistematis dan argumentatif mengaitkan dan 

memadukam keterangan saksi korban dengan keyakinan hakim. Majelis 
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hakim tidak lebih condong mengaitkan keterangan terhadap saksi-saksi yang 

meringankan terdakwa dan kemudian menghubungkan dengan unsur-unsur 

dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan 

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tepatnya pada unsur 

tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan membujuk. Secara tidak langsung 

seolah-olah keyakinan hakim atas keterangan bohong atau tidak benar yang 

disampaikan oleh saksi korban hanya ditarik kesimpulan tanpa motivasi dari 

keterbuktian kesalahan terdakwa yang dibuktikan. Akibatnya pertimbangan 

majelis Hakim hanya bersifat deskriptif dan terkesan mengulang-ulang 

keterangan dari saksi korban, terdakwa, dan saksi-saksi yang meringankan 

Terdakwa. 

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa majelis hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 

51/Pid.Sus./PN.Kbu dengan Terdakwa Febri Anggara Alias Angga bin Heri 

Nugroho belum dapat dikatakan tepat berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Majelis hakim lebih condong terhadap keterangan-

keterangan yang meringankan terdakwa dan cenderung mengutamakan 

keyakinan hakim dari pada ketentuan peraturan-peraturan perundang-

undangan. 
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C. Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak 

Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan 

No.51/Pid.Sus/PN.Kbu 

Pada dasarnya fakta-fakta yang terungkap pada tingkat penyelidikan 

maupun tingkat penyidikan hanya berlaku sebagai hasil pemeriksaan 

sementara. Sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di 

persidanganlah yang kemudian sudah sepatutnya digunakan hakim dalam 

sebagai dasar pertimbangan hukum. Pada hakikatnya tujuan hukum Islam 

adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia 

maupun di akhirat. 

Maka dari itu hukum pidana Islam yang merupakan cerminan dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam secara umum memiliki 

tujuan untuk menciptakan perlindungan bagi masyarakat dan memberikan 

efek jera bagi pelanggarnya. Sehingga guna mewujudkan tujuan hukum 

pidana Islam hakim sebagai sebagai penegak keadilan sudah sepatutnya 

untuk bersikap adil maupun teliti dalam melakukan pemeriksaan di 

persidangan. 

Dalam kasus putusan Pengandilan Negeri Kotabumi No. 

51/Pid.Sus/PN.Kbu tentang pencabulan anak dibawah umur, yang mana 

majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus terdakwa Febri Anggara 

Alias Angga Bin Heri Nygroho dengan putusan bebas. 

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya yang dimaksud 

pembuktian dalam hukum Islam adalah upaya untuk memberikan keterangan 
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dan dalil guna memberikan titik terang dalam persidangan. Hukum Islam 

pun mewajiban bagi penggugat atau penunut untuk membuktikan 

dakwaanya. 

Di dalam Hukum Islam terdapat banyak perbedaan pendapat dari para 

ulama terkait dengan alat bukti. Namun para fuqaha sepakat bahwa alat 

bukti yang sah dalam hukum Islam antara lain: pengakuan (ikrar), kesaksian 

(syahadah), sumpah (yamin), penolakan sumpah (nukul), qasamah, dan 

keyakinan hakim. Terkait putusan ini penulis akan mengkaji beberapa alat 

bukti yang digunakan dalam pembuktian di persidangan secara sistematis 

berdasarkan urutan kekuatan alat bukti. 

Pertama, yakni adalah pengakuan atau ikrar. Pengakuan dalam hukum 

Islam menempati posisi pertama dalam kekuatan alat bukti. Pengakuan 

merupakan bentuk keterangan terdakwa di dalam persidangan dalam upaya 

memberikan keterangan terhadap perbuatan yang telah diperbuat. Sedangkan 

dalam hukum positif pengakuan merupakan persamaan dari keterangan 

terdakwa. Dalam putusan ini majelis hakim pun telah memeriksa keterangan 

terdakwa. 

Selanjutnya adalah kesaksian atau syahadah. Dalam hukum Islam yang 

dimaksud saksi adalah memberikan keterangan di persidangan dari 

pengetahuan yang ia peroleh sendiri atau dalam kata lain orang yang melihat 

dan mendengar kejadian tersebut. Didalam putusan ini majelis hakim telah 

memeriksa beberapa saksi, antara lain satu saksi korban, enam (6) saksi yang 

meringankan terdakwa dan tiga (3) diantaranya saksi yang memberatkan 
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terdakwa. Namun baik saksi yang meringankan dan memberatkan bagi 

terdakwa bukan saksi yang melihat atau mendengar sendiri, sebagaimana 

pengertian saksi dalam hukum Islam. 

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut dengan 

menggunakan keterangan saksi syahadah al istifadhah atau saksi 

testimonium de autidu. Hakim juga telah mengesampingkan keterangan 

orang yang melihat dan mendengar sendiri maupun mengalami sendiri atau 

dalam hal ini adalah saski korban. Jika ditinjau dalam hukum acara pidana 

Islam, maka kesaksian syahadah al istifadhoh tidak dapat digunakan oleh 

majelis hakim dalam memutus perkara ini. Karena pada dasarnya kekuatan 

kesaksian syahadah al istifadhoh ini hanya dapat digunakan untuk 

memberikan petunjuk serta menguatkan keyakinan majelis hakim. 

Disisi lain keterangan dari salah satu saksi yang meringankan terdakwa 

tidak berdasarkan atas sumpah. Padahal sumpah merupakan salah satu dari 

alat bukti dalam hukum Islam. Kekuatan sumpah juga dipertimbangkan 

dalam hukum islam. Rasulullah SAW telah mengingatkan terkait dengan 

redaksi sumpah itu sendiri, yakni: 

وْ ليَِذَركَنَ حَالِفًا فَ لْيَحْلِف بِِللَّهِ أَ مًن    

Artinya: Barangsiapa bersumpah maka bersumpahlah dengan “billahi” atau 

jangan bersumpah”. 

 

Maka dari itu kekuatan kesaksian dari orang yang tidak disumpah 

dalam memberikan keterangan jelas berbeda dengan mereka yang 
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memberikan kesaksian di atas sumpah. Terlebih lagi saksi yang dimaksud 

adalah pengetahuan dari orang lain. 

Disisi lain saksi yang memberatkan terdakwa berjumlah tiga (orang) 

yangmana ketiga dari saksi tersebut menerangkan pengetahuanya di atas 

sumpah. Namun dalam pertimbangan majelis hakim tidak ada sama sekali 

menyebut terkait keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum. 

Dalam hal ini hakim telah memutus perkara berdasarkan pengetahuan hakim 

itu sendiri. Memang masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama 

terkait dengan memutus perkara berdasarkan pengetahuan hakim. 

Pertama, ada yang mengatakan dalam perkara pidana tidak boleh 

memutus berdasarkan pengetahuanya. Kedua, boleh menjatuhkan pidana 

berdasarkan pengetahuan kecuali pidana had. ketiga, boleh menjatuhkan 

putusan berdasarkan pengetahuanya dalam perkara had atau yang lain secara 

mutlak. 

Terdapat riwayat dari Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa 

keterangan dua saksi laki-laki hanya memberi persangkaan, dan kalau saja 

hal tersebut sudah dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

menjatuhkan hukuman, maka terlebih lagi dengan pengetahuan hakim. 

Dari pernyataan tersebut penulis dapat mengambil intisari makna 

yakni, bahwa dengan dua (2) orang saksi laki-laki ditambah dengan 

pengetahun hakim, maka majelis hakim dapat memberikan putusan 

menyatakan bahwa terdakwa adalah bersalah. 
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Namun sebaliknya, dalam kasus ini telah diajukan tiga (3) orang saksi 

syahadah al istifadhah dan saksi korban beserta dengan bukti visum at 

rapertum namun hakim menegaskan bahwa terdakwa tidak bersalah. Hal 

inilah kemudian yang menjadi timpang dan tidak searah dengan tujuan 

hukum islam itu sendiri. 

Abu Muhammad bin Hazm pernah menyatakan bahwa bukti yang nilai 

kekuatan pembuktianya tidak ada yang lebih nyata dari padanya ialah 

pengetahuan hakim dari yang bathil. Maka dari sudah sepatutnya hakim 

lebih mengutamkan hak-hak korban dari sebuah kejahatan. Karena pada 

dasarnya hakim sebagai pelindung dan penegak keadilan memberikan 

perlindungan serta menegakkan keadilan bagi ummat yang mencari 

perlindungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi: 

               ... 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan... (QS. an-Nisaa’:135) 

 

Berdasarkan surat tersebut maka sangat diperlukan bagi seluruh 

elemen penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Hakim sebagai salah 

satu aparat penegak hukum, yangmana dalam setiap putusanya mengucapkan 

kalimat “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” menjadi 

sebuah tanggung jawab di dunia dan akhirat. Sehingga pemaknaan tujuan 

hukum islam sudah sepatutnya mampu terimplementasikan dalam setiap 

putusan-putusan pengadilan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

82 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas terkait dengan pertimbangan 

hakim, analisis perspektif hukum acara pidana di Indonesia dan hukum 

acara peradilan islam. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri 

Kotabumi No. 51/Pid.Sus/PN.Kbu menyatakan bahwa Terdakwa 

Febri Anggara Alias Bin Heri Nugroho tidak secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan 

Penunut Umum. Majelis menyatakan bahwa salah satu unsur dari 

pasal yang di dakwakan terdakwa tidak terpenuhi, dalam hal ini 

adalah kalimat “tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 

membujuk”. 

2. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia hakim telah 

melaksanakan sesuai peraturan sebagaiman yang diatur di dalam 

KUHAP. Namun jikalau dihubungkan dengan amar putusan, maka 

terasa tidak tepat. Pertama saksi yang diajukan di persidangan lebih 

dari satu yang mana telah memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan 

dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP. Selain itu terdapat alat bukti yang 

lain seperti alat bukti surat dan keterangan terdakwa. Akan tetapi 

tidak tepat ketika majelis hakim dalam pertimbanganya lebih 

condong terhadap keyakinan hakim itu sendiri. Sedagkan pembuktian 
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dalam KUHAP menganut sistem pembuktian Undang-Undang secara 

negatif. 

3. Dalam hukum acara pidana Islam pada dasarnya alat bukti terdiri 

dari: pengakuan (ikrar), kesaksian (syahadah), petunjuk (qorinah), 

sumpah (yamin), dan penolakan sumpah (nukul). Putusan pengadilan 

Negeri Kotabumi No. 51/Pid.Sus/PN.Kbu ini dalam pembuktian telah 

mengajukan alat bukti pengakuan, kesaksian, petunjuk, dan sumpah. 

Dalam putusan ini saksi yang memenuhi kreteria saksi sebagaimana 

dijelaskan dalam hukum islam hanya satu saksi, saksi yang lain 

merupakan saksi syahadah al iftifadlah atau saksi yang 

pengetahuanya dari orang lain. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Demi menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi 

masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum (hakim) harus 

senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang ada. 

Terlebih lagi mampu mengejewantahkan hakikat penegakan hukum 

sebagaimana mestinya. 

2. Sudah sepatutnya seluruh komponen masyarakat Indonesia lebih 

memahami esensi dari prikemanusian yang termaktub dalam 

pancasila, yakni mampu menghargai hak-hak orang lain yang telah 

dilindungi oleh Undang-Undang. 
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